PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan
Struktural di Lingkungan Kepolisan Negara Republik

Indonesia;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan ...
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gagji Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 28);

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang
Organisas dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL Dl LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia yang
menduduki jabatan struktural di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawa Negeri Sipil yang
menduduki jabatan struktural di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia dan
Pegawal Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan berupa uang
yang diberikan kepada Anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Eselon Jabatan adalah tingkat dalam jabatan struktural di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Kepada Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia dan
Pegawal Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan

tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pasal 3 ...



